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     Pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan 24 komoditas
yang penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) dan Persetujuan Impornya
(PI) telah dilaksanakan berdasarkan neraca komoditas, di mana
penetapan ini dilakukan secara bertahap. Pada tahap I telah
ditetapkan 5 komoditas di tahun 2021 dan 19 komoditas pada tahap
II di tahun 2022 dari total 56 komoditas yang wajib ditetapkan
penerbitan PE dan PI-nya dilaksanakan berdasarkan neraca
komoditas (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). 

     Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas untuk menyediakan data
dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi
komoditas terkait ekspor dan impor di Indonesia. Neraca
komoditas ini disediakan melalui suatu sistem terintegrasi berupa
Sistem Nasional Neraca Komoditas (SiNas-NK). Sistem ini pada
dasarnya bertujuan untuk mendukung penyederhanaan dan
transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data yang
akurat dan komprehensif, memberikan kemudahan dan kepastian
usaha, serta mendorong penyerapan komoditas. Akan tetapi, alih-
alih memudahkan, pelaksanaan sistem neraca komoditas ini malah
menyulitkan para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan sistem yang
belum dapat berjalan dengan efektif, bahkan menghambat
kegiatan produksi komoditas tertentu.
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     Jika tidak diatasi dengan segera, hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada neraca perdagangan.
Belum lagi ditambah dengan adanya berbagai ancaman global lainnya seperti resesi, inflasi dan lainnya
yang juga akan mempengaruhi perekonomian. Untuk itu, pemerintah perlu meninjau dan
menyempurnakan penyelenggaraan SiNas-NK agar pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tidak
mengalami kendala. Jika terdapat masalah pada sistem utama, perlu adanya sistem alternatif yang
dapat menggantikan sistem utama untuk sementara agar pelaksanaan ekspor dan impor bisa tetap
berjalan. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang intensif antar beberapa kementerian dan lembaga
yang terlibat untuk menciptakan data dan informasi komoditas yang terintegrasi. Perlu juga adanya
sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku usaha meskipun implementasi sistem ini sudah berjalan
selama beberapa bulan karena masih ada pelaku usaha yang masih belum memahami penggunaan
SiNas-NK dalam mengajukan data ekspor dan impor.

     Namun pada pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha di
beberapa industri, di mana pelaku usaha merasa dengan adanya SiNas-NK malah menghambat perizinan
impor bahan baku. Keluhan lain yang disampaikan oleh Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir
Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) setelah diterapkannya SiNas-NK ini adalah membuat kuota bahan
baku menjadi berkurang dan tidak sesuai dengan permintaan yang telah dimasukkan ke dalam sistem
(Bisnis.com, 2023). Di sisi lain, jika bahan baku menjadi berkurang maupun tidak sesuai dengan
permintaan, perusahaan akan mengalami hambatan untuk berproduksi. Hal ini akan berdampak pada
perusahaan yang tidak mampu membiayai para pekerja dan harus melakukan pemutusan hubungan
kerja untuk mengurangi beban biaya produksi.

https://portal.dpr.go.id/admin/profil/index/id/inosentius.samsul

